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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pers menurut Undang-

undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah melakukan hak jawab.

Penanggungjawab pers diwakili oleh Pimpinan Perusahaan. Jadi untuk

pertanggungjawaban delik pers menggunakan asas lex specialis derogat

legi generalis.

2. Pers mengalami berbagai hambatan dalam pertanggungjawaban hukum

baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal ialah

yang berasal dari dalam diri pers itu sendiri yaitu, minimnya kesadaran

dalam diri pers tentang tanggungjawab yang harus dipikul atas kesalahan

yang telah dilakukannya, kurangnya profesionalisme pers dalam

menjalankan profesinya sehingga tidak perpedoman pada Kode Etik

Jurnalistik. Sedangkan hambatan Eksternal antara lain pemerintah belum

sepenuhnya mendukung perkembangan pers, aparat penegak hukum dan

kalangan pers yang belum memiliki kesepahaman dalam memandang

Undang-undang Pers, adanya dualisme pertanggungjawaban hukum pers.
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B. Saran

1. Bentuk pertanggungjawaban pers harus secara tegas meletakkan posisi

individu pembuat berita ataukah Pemimpin Redaksi yang dikenai sanksi, agar

terciptanya keadilan. Bagi aparat penegak hukum dalam pertanggungjawaban

hukum mengenai pemberitaan yang mencemarkan nama baik yang dilakukan

oleh pers di media masa dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun

1999 tentang pers sebagai perluasan dari pertanggungjawaban hukum yang

diatur dalam KUHP.

2. Kinerja pers tidak terlepas dari kinerja wartawan maka secara terus menerus

harus diupayakan peningkatan mutu SDM wartawan sehingga bersifat

professional.
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